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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Akuntabilitas dan 

Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data-data 

penelitian untuk dikondensasi dan disajikan secara terperinci agar dapat menarik 

sebuah kesimpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Kuapan pada tahap 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban sudah dikatakan akuntabel. Sedangkan pada 

tahap Perencanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan belum sepenuhnya akuntabel 

atau belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018. Sementara itu, dalam tahap Transparansi masih belum sesuai dengan 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena tidak diinformasikannya laporan 

realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana, serta tidak 

memiliki situs web resmi dari desa untuk mempermudah masyarakat mengakses 

informasi mengenai desa.  

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD) 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the application of the principles of Accountability 

and Transparency in the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Kuapan 

Village, Tambang District, Kampar Regency. This research is qualitative research 

using a descriptive approach by collecting research data to be condensed and 

presented in detail to conclude observation, interviews, and documentation. The 

results of this study indicate that the management of Village Fund Allocation (ADD) 

based on Minister of Home Affairs regulation number 20 of 2018 in Kuapan Village 

the Implementation and Accountability stages are said to be accountable. 

Meanwhile, in the Pelanning, Administration, and Reporting stage it is not 

completely accountable or not completely of Minister of Home Affairs regulation 

number 20 of 2018. Meanwhile, in the Transparency stage, it is still not by Minister 

of Home Affairs regulation number 20 of 2018 because there is no information on 

the realization of activities reports, activities that have not been completed and are 

not implemented, and do not have an official website from the village to make it 

easier for the community to access information about the village. 

Keywords: Accountability, Transparency, Management of Village Fund Allocation 

(ADD),  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan ilmu akuntansi yang semakin pesat khususnya dalam bidang 

ilmu akuntansi pemerintahan, menyebabkan adanya tuntutan atas pengelolaan 

dana-dana masyarakat. Dengan adanya tuntutan tersebut maka pencatatan transaksi 

atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah harus dilakukan dengan 

akuntabilitas dan secara tranparansi (Widiyanti, 2017). 

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat saja, 

melainkan juga ditingkat daerah hingga di wilayah pedesaan. Desa sebagai 

pemerintahan yang terkecil menuntut adanya pembaruan untuk mendukung 

pembangunan di desa agar lebih meningkat dengan harapan kehidupan masyarakat 

jauh dari kemiskinan. Hal ini membuat setiap anggaran dan kegiatan yang 

dilaksanakan desa membutuhkan sebuah pertanggungjawaban dari pihak-pihak 

yang berwenang (Damayanti, 2018).  

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asul-usul dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 20 Tahun 2018 Penyelenggara atau yang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah merupakan tugas dari pemerintah desa. Pemerintah Desa merupakan 



2 
 

 
 

penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa yang 

dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa untuk mengatur dan 

megurus segala urusan di desa salah satunya untuk memajukan pembangunan desa. 

Pembangunan di desa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap desa yang 

ada di Indonesia memiliki keuangan desa yang diberikan oleh pemerintah yang 

dibagikan secara proporsional. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah 

“semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

desa”.  

Bantuan keuangan desa langsung dari pemerintah pusat berupa dana 

perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus disebut dengan Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang disalurkan ke setiap kabupaten/kota untuk keperluan setiap desa. 

ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk menjalankan 

dan memajukan pembangunan desa serta untuk meningkatkan sarana pelayanan 

masyarakat. (Tambuwun et al., 2018). 

Yulianah (2015) mengatakan banyaknya bantuan pemerintah yang dialokasikan 

untuk pembangunan desa adalah bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap desa, 

namun dalam hal ini sering ada masalah yang terjadi yaitu penyelewengan 

keuangan desa. Kelemahan pengawasan dari aparat pemerintah kabupaten terhadap 

proses mengalirnya dana di desa ini menjadi salah satu penyebab terjadinya 
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penyelewengan keuangan desa. Selain itu ada beberapa permasalahan yang 

umumnya terjadi dalam pengelolaan keuangan yaitu lemahnya sumber daya 

manusia dari aparat pemerintahan desa, tidak bertanggungjawabnya aparatur desa 

terhadap pengelolaan keuangan, kurangnya penguasaan manjemen dan pelayanan 

kepada masyarakat, serta tidak terbukanya aparatur desa kepada masayarakat dalam 

melakukan keuangan desa. Maka dari itu dibutuhkan sistem akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan keungan desa agar masyarakat dapat mengetahui 

secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban ADD serta masyarakat juga harus terlibat dalam proses 

pengelolaan ADD. 

Pengelolaan ADD tidak lepas dari akuntabilitas dan transparansi. pihak yang 

berwenang hingga masyarakat harus mengetahui bagaimana konsep dasar 

akuntabilitas dan transparansi agar tidak ada penyelewangan dana yang diberikan 

untuk desa dan dapat menjalankan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Menurut Atmadja, dkk (2013:18) dalam Setiawan et al. (2017) 

akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari good corporate 

governance. Akuntabilitas dan transparansi adalah hal yang sangat penting dalam 

pengelolaan keuangan di setiap organisasi baik dalam organisasi pemerintah 

maupun organisasi non pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan 

prinsip good governance sangat diperlukan dalam setiap organisasi disertai dengan 

transparansi dan rasa keadilan, tujuannya agar organisasi dapat dipercayai oleh 

pihak yang berkepentingan dan masyarakat, maka dari itu setiap organisasi di 

pemerintah dan non pemerintah harus melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut.  
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Desa dalam melaksanakan hak, kewajiban dan kewenangannya dalam 

mengelola potensi yang dimiliki dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi 

dan dilakukan secara transparansi. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban dari 

pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak yang telah memberikan amanah yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 

2018: 27). 

Farida et al. (2018) mengatakan bahwa Akuntabilitas adalah suatu prinsip yang 

diharuskan ada didalam sebuah pemerintahan baik itu pemerintahan yang besar 

maupun pemerinthan yang terkecil yaitu pemerintahan di desa. Masyarakat yang 

sejahtera menandakan bahwa sebuah pemerintahan itu telah berjalan dengan baik, 

kesejahteraan itu dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas 

merupakan sebuah tolok ukur kemampuan pemerintah dalam menjalankan 

tugasnya yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan masalah keuangan yang 

telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).  

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam mengelola keuangan desa terkhusunya 

Aloksi Dana Desa (ADD). Sebuah desa dapat dikatakan telah akuntabilitas apabila 

aparatur desa telah mengelola keuangan desa dengan baik sesuai dengan 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 mulai dari Perencanan, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Menurut Permendagri Nomor 

20 Tahun 2018 tahap awal agar desa dapat dikatakan akuntabel adalah tahap 

Perencanaan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengelola ADD, dimana 
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dalam tahap ini melakukan penyusunan APB Desa sesuai dengan Rencana kerja 

Pemerintah (RKP). RKP tersebut disusun melalui Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (Musrengbangdes) yang dihadiri oleh Aparatur Desa, BPD, dan 

masyarakat. 

Tahap kedua agar desa dikatakan akuntabel adalah tahap Pelaksanaan dimana 

dalam tahap ini desa membuat rekening desa untuk melaksanakan penerimaan dan 

pengeluaran desa. Tahap ketiga adalah Penatausahaan yang merupakan tahap 

pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang 

dilakukan oleh Kaur Keuangan dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan, selain 

itu Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku 

pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Tahap keempat 

yaitu Pelaporan, dimana ditahap ini Kepala Desa menyusun laporan semester 

pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi 

kegiatan untuk dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Tahap kelima 

yaitu Pertanggungjawaban dimana ditahap ini Kepala Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat 

setiap akhir tahun anggaran yang nantinya diinformasikan ke masyarakat. 

Akuntabilitas sangat berkaitan dengan transparansi. Selain dituntut untuk 

memiliki akuntabilitas yang tinggi desa juga harus transparansi, karena dengan 

akuntabilitas tersebut menjamin adanya sebuah transparansi dalam pengelolaan 

ADD (Sartika & Nini, 2018). Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi 

seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi adalah terbukanya suatu 
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organisasi dalam menyediakan informasi yang material dan relevan yang dapat 

diakses dengan mudah dan dapat dipahami bagi yang berkepentingan (Atmadja, 

dkk, 2013:19) dalam Setiawan et al. (2017), sedangkan dalam Mardiasmo 

(2013:19) menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam 

Tambuwun et al. (2018) mengatakan bahwa keterbukaan didirikan dalam 

kebebasan mendapatkan informasi, informasi yang diperoleh berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat secara langsung dan dapat diperoleh oleh siapa saja yang 

membutuhkan.  

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang sebelumnya yaitu penelitian 

Hanifah & Sugeng (2015) yang melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan 

Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 

dimana terdapat kendala dalam sisi administrasi manajemen keuangan desa yang 

disebabkan karena kurang meratanya pembagian tugas masing-masing perangkat 

desa dan terbatasnya sumber daya manusia serta rendahnya partisipasi masyarakat 

di desa dalam program swadaya dan pembangunan desa yang menyebabkan kurang 

terkoordinasinya antara perangkat desa dengan masyarakat desa. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuapan. Desa Kuapan adalah salah satu desa 

yang berada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Mayoritas pekerjaan 

penduduk Desa Kuapan yaitu sebagai petani, karyawan swasta, dan pedagang. Desa 

Kuapan adalah salah satu desa yang melaksanakan ADD. ADD yang diterima desa 

Kuapan pada tahun 2019 sebesar Rp645.620.000 dan tahun 2020 sebesar 

Rp682.626.000. Dilihat dari jumlah ADD tahun 2019 dan 2020 maka dapat 

dikatakan ADD di desa Kuapan mengalami peningkatan. Jika jumlah ADD 
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mengalami peningkatan maka tanggungjawab pemerintah dalam pengelolaan ADD 

semakin baik. Desa Kuapan mengelola ADD dengan baik mulai dari Perencanaan, 

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, namun masih 

ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan ADD yang ditemui penulis. 

Permasalahan yang ditemui penulis mengenai akuntabilitas diantaranya yaitu 

masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengikuti perubahan 

peraturan permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ke Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018, kelalaian perangkat desa yang sering menunda-nunda pekerjaan dalam 

membuat laporan dan masalah pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang 

susah untuk diakses. Selain itu masih kurangnya komunikasi antara aparatur desa 

dengan masyarakat desa dan juga masih rendahnya partisipasi masyarakat desa 

mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan desa. 

 Masalah lain yang ditemui penulis adalah Desa Kuapan belum sepenuhnya 

melaksanakan prinsip transparansi karena hanya menginformasikan jumlah 

anggaran dana tanpa menginformasikan laporan realisasi kegiatan. Selain itu, Desa 

Kuapan belum memiliki alamat pengaduan berupa website resmi desa yang berguna 

untuk media pelayanan publik dan manjemen informasi desa yang bersifat online. 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan pelaksanaan APB Desa 

semester pertama dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa harus 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat 

tentang laporan realisasi APB Desa, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang 

belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul Analisis Akuntabilitas dan Tranpransi dalam Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah-masalah 

yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) pada Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Akuntabilitas dan Transparansi 

dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kuapan Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan 

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 

Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berikut beberapa manfaat 

yang dapat dikontribusi oleh penulis melalui penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan dan sebagai referansi 

serta bahan pembanding bagi calon penulis selanjutnya khusunya kepada 

penulis yang akan melakukan penelitian tentang Alokasi Dana Desa (ADD). 
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2. Bagi Pemerintah Desa 

Penelitian diharapkan dapat menjadi gambaran untuk mengambil kebijakan 

mengenai pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan 

informasi atau transparansi dalam melaksanakan Pengelolaan ADD khusunya 

di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

3. Bagi masyarakat desa  

Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa 

tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar masyarakat dapat menjalin 

hubungan yang baik dengan aparatur desa dan dapat ikut serta berpartisipasi 

dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan sekilas dari keseluruhan isi penelitian dan 

gambaran permasalahan yang akan diangkat. Bab ini berisi tentang 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang Penjelasan dan Pembahasan secara Telaah 

Pustaka yang berupa hasil Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, 

dan Kerangka Pemikiran sehingga dapat disimpulkan atau 

diformulasikan dalam bentuk Hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang metode dan cara melakukan penelitian yang 

meliputi Desain Penelitian, Objek Penelitian, Variabel Penelitian 

dan indikator, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, 

serta Teknik Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Desa Kuapan beserta Hasil 

Penelitian dan Pembahasan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian dan 

megemukakan saran-saran bagi berbagai pihak.  
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BAB II  

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Pengertian Desa 

Presiden Republik Indonesia (2014) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Pasal 1 menyatakan bahwa: 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak ususl-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 

Menurut Bastian (2015:6) menyatakan bahwa suatu desa dihuni oleh 

masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga  serta memiliki nama, letak, dan 

batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa satu dengan 

desa yang lain, dimana perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan 

sistem pemerintahannya. 

2.1.2 Pemerintah Desa 

Pemerintah Desa adalah lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang 

mempunyai peran strategis dalam mengatur masyarakat di desa demi mewujudkan 

pembangunan pemerintah (Sujarweni, 2019: 7). 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa 

“Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”.  
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Berdasarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2018), Pemerintah 

Desa dalam meyelenggarakan wewenangnya terdiri dari Kepala Desa, Perangkat 

Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  

1. Kepala Desa 

Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menjalankan rumah tangga desa 

nya sendiri dan kepala desa juga memiliki kewenangan untuk 

menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa: 

“Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 

disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang 

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan desa.” 

 

2. Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) 

Menurut Indrianasari (2017) dalam Yesinia et al. (2018) Perangkat desa 

merupakan aparatur desa di bawah pimpinan kepala desa dan merupakan 

salah satu unsur pemerintah desa yang mempunyai peran penting sendiri 

dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa.  

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala desa dalam 

menjalankan tugasnya melakukan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh 

perangkat desa selaku PPKD yang terdiri dari: 

a. Sekretaris Desa  

Sekretaris Desa merupakan perangkat desa yang memiliki peran 

sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. 
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b. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi)  

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur 

merupakan perangkat desa yang beredudukan sebagai unsur staf 

sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD. Kaur terdiri dari Kaur 

Tata Usaha dan Umum dan Kaur Perencanaan.  

Kasi merupakan perangkat desa sebagai pelaksana teknis yang 

menjalankan tugas PPKD. Kasi terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi 

Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan. 

c. Kaur Keuangan              

Kaur keuangan merupakan perangkat desa yang melaksanakan 

fungsi kebendaharaan yang menyusun Rencana Anggaran Kas Desa 

(RAK Desa) serta melakukan penatauhasaan melipui menerima, 

menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan 

pengeluaran desa.  

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Menurut Yuliansyah & Rusmianto (2016:11) Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD)  atau yang disebut dengan nama lain dalam UU No. 6 Tahun 

2014 adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki fungsi sebagai 

berikut: 
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a. Menetapkan peraturan desa Bersama kepala desa 

b. BPD Bersama kepala desa membahas dan menyepakati peraturan desa 

c. Menampung dan menyalurkan asprirasi masyarakat 

d. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. 

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 

A. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa. Menurut Sujarweni (2015: 125) 

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang diselenggarakan 

pemerintah desa dan dibahas serta disepakati oleh pemerintah desa dan BPD 

yang ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran ini dibuat sekurangnya sekali 

dalam setahun. 

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 “Penerimaan desa 

merupakan uang yang masuk ke rekening kas desa, sedangkan pengeluaran desa 

merupakan uang yang keluar dari rekening kas desa”. Pendapatan termasuk 

dalam penerimaan desa dan Belanja desa termasuk dalam pengeluaran desa.  

B. Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Asas-asas peneglolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 Pasal 2 meliputi: 

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuang desa dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember. 
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C. Komponen APB Desa 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ada 3 komponen APB Desa 

yang terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaaan Desa. 

1. Pendapatan Desa 

“Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa”. 

Pendapatan desa terdiri atas kelompok: 

a. Pendapatan asli terdiri dari: 

1) Hasil usaha bersumber dari bagi hasil Badan Usaha Milik Desa 

(BUM Desa) 

2) Hasil aset antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, 

tempat pemandian umum, dan jaringan irigrasi. 

3) Swadaya, partisispasi, dan gotong royong yang berarti melibatkan 

peran serta masyarakat yang berupa tenaga dan penerimaan yang 

berasal dari sumbangan masyarakat desa 

4) Pendapatan asli desa lain berupa pungutan desa. 

b. Transfer terdiri dari: 

1) Dana desa 

2) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribrusi daerah Kabupaten/Kota 

3) Alokasi Dana Desa (ADD) 

4) Bantuan keuangan dari APB Daerah Provinsi 

5) Bantuan keuangan dari APB Daerah Kabupaten/Kota 
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c. Pendapatan Lain terdiri dari penerimaan: 

1) Hasil kerjasama desa 

2) Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa 

3) Hibah dan sumbangan pihak ketiga 

4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang 

mengakibatkan penerimaan kas desa pada tahun anggaran berjalan 

5) Bunga bank 

6) Pendapatan lain desa yang sah 

2. Belanja Desa 

“Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban 

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh 

desa”. Belanja desa terdiri dari: 

a. Penyelenggaraan pemerintah desa terdiri dari: 

1) Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, 

tunjangan, pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Pelaksanaan belanja pegawai 

ini diayarkan tiap bulan. 

2) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran pengadaan 

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang 12 bulan/1 tahun. Belanja 

barang/jasa dianggarakan untuk operasional pemerintah desa, 

pemeliharaan sarana prasarana desa, kegiatan 

sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, 
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insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga. Dan pemberian barang pada 

masyarakat untuik menunjang pelaksanaan kegiatan desa. 

3) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang 

untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa yang nilai 

manfaatnya lebih dari 12 bulan/1 tahun dan menambah aset.  

4) Belanja tak terduga merupakan belanja yang digunakan dalam 

bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan yang 

mendesak di desa. Belanja tak terduga ini dipergunakan untuk upaya 

penanggulan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan 

terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana 

akibat kenaikan harga yang mengakibatkan terganggunya pelayanan 

dasar masyarakat.  

b. Pelaksanaan pembangunan desa 

c. Pembinaan kemasyarakatan desa 

d. Pemberdayaan masyarakat desa 

3. Pembiayaan Desa. 

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan 

desa dikelompokkan menjadi: 
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a. Penerimaan pembiayaan terdiri dari: 

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang 

meliputi pelampauan penerimaan pendapatan belanja, pengehematan 

belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. 

2) Pencairan dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan 

kebutuhan dana cadangan  

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan 

bangunan 

b. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari 

1) Pembentukan dana cadangan yang dilakukan untuk mendanai 

kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan 

dalam satu tahun anggaran dan juga tidak melebihi tahun akhir masa 

jabatan kepala desa. Pembentukan dana cadangan bersumber dari 

penyisihan atas penerimaan desa kecuali penerimaan yang 

penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 

2) Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan 

pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk 

meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.  

2.1.4 Alokasi Dana Desa (ADD) 

A. Pengertian dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya untuk membangun desa 

harus disertai dengan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya 
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manusia, maka dari itu pemerintah desa membutuhkan anggaran sebagai modal 

pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut Alokasi Dana Desa 

(ADD) (Setiawan et al., 2017). 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Alokasi Dana Desa 

(ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten/Kota setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus”. ADD dialokasikan secara proposional paling sedikit 

10% yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. 

Menurut Soleh & Rochmansja (2014: 16) ADD dibuat untuk membiayai 

program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang memiliki tujuan 

sebagai berikut:  

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan 

pelayanan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di 

desa sesuai kewenangan yang dimiliki. 

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara 

partisipasif sesuai potensi yang dimiliki desa 

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan 

kesempata berusaha bagi masyarakat desa 

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa. 

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Pengelolaan ADD ialah bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan 

desa dalam APBD. Pengelolaan ADD harus dikelola dengan memenuhi prinsip 
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yaitu seluruh kegiatan yang menggunakan dana ADD harus direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip bahwa dana desa 

merupakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Maka seluruh kegiatan harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. 

Oleh karena itu dibentuklah tim pengelola ADD (Soleh & Rochmansja, 2014: 

16). 

Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa 

sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), dan Anggota yang 

terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan 

(Widiyanti, 2017). 

Menurut Soleh & Rochmansja (2014: 16–17) prinsip-prinsip pengelolaan 

ADD adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan ADD tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa 

dalam APBD 

2. Seluruh kegiatan yang didanai dengan ADD direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh 

lapisan masyarakat desa 

3. Semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

administratif, teknis, dan hukum 

4. ADD harus dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, 

berkeadilan dan terkendali. 
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C. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) 

Menurut Soleh & Rochmansja (2014: 49) ADD ditetapkan paling sedikit 

10% dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota 

dalam APB Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Pengalokasian ADD dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan 

penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta jumlah penduduk desa, 

angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. 

2.1.5 Akuntabilitas 

A. Pengertian Akuntabilitas 

Desa dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan kewenangannya dalam 

mengelola potensi yang dimiliki dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang 

tinggi. Akuntabilitas adalah prinsip yang harus ada di dalam pemerintahan yang 

besar maupun yang terkecil yaitu pemerintahan desa (Farida et al., 2018). 

Peningkatan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk 

meningkatkan kinerja pemerintah desa dengan tugas-tugas yang dibebankan 

merupakan tujuan dari akuntabilitas. Sistem akuntabilitas dilaksanakan untuk 

menyusun laporan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan 

pihak lain yang berkepentingan sehingga memungkinkan bagi mereka unuk 

menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan 

(Damayanti, 2018). 

Menurut Mardiasmo (2018: 27) Akuntabilitas publik adalah suatu 

kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, 
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menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 

yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang telah memberikan amanah 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut. 

Menurut Hasniati (2016) dalam Yesinia et al. (2018) Akuntabilitas 

merupakan kewajiban pemerintah desa bertanggungjawab atas pengelolaan 

dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan 

melalui tanggungjawab yang terarah, dengan demikian pertanggungjawaban 

pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan agar pelaksanaan desa dapat 

berjalan dengan baik.  

Menurut Tanjung (2014:11) berpendapat bahwa Akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepada entias pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara periodik.  

Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas 

merupakan suatu tanggungjawab dari pihak yang diberi kewenangan yang jika 

di desa pihak tersebut adalah pemerintah desa yang memiliki wewenang untuk 

dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang ditugaskan 

kepadanya. 

B. Indikator Akuntabilitas 

Akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa pasal 29 meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.  
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1. Perencanaan 

Perencanaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) merupakan 

“perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun 

anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APB Desa”. Pada 

tahap perencanaan ini, kegiatan yang dilakukan untuk menjamin 

akuntabilitas adalah: 

a. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan melakukan rapat 

untuk membahas hal-hal mengenai pembangunan desa. RKP tersebut 

berisi daftar hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrengbangdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, anggota BPD, dan 

masyarakat serta berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

disepakati bersama dalam Musrengbangdes 

b. Melakukan Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa 

yang nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan 

peraturan desa. 

Tabel 2.1  

Indikator Tahap Perancanaan Akuntabilitas 

No Indikator 

1 Penyusunan Rancangan APB Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris 

Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan 

APB Desa 

2 Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan peyusunan 

rancangan peraturan desa tentang APB Desa 

3 Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB 

Desa kepada Kepala Desa  

4 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada BPD 

untuk disepakati Bersama dalam musyawarah BPD 

5 Rancangan APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober 

tahun berjalan  
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6 Jika rancangan tidak disepakati oleh BPD, pemerintah desa melakukan 

kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional 

penyelenggaraan menggunakan pagu tahun sebelumnya. 

7 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan 

8 Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai 

penjabaran APB Desa yang disepakati oleh Kepala Desa dan BPD  

9 Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 

Kepala Desa 

10 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala 

Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak 

disepakati untuk dievaluasi 

11 Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati/Walikota dan 

disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja sejak 

diterimanya rancangan Peraturan Desa. 

12 Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi 

ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa 

dan ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 

13 Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 

penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peratura Desa 

tentang APB Desa 

14 Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan 

Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada 

Bupati/Walikota paling lama 7 hari kerja setelah dietapkan 

15 Kepala Desa dapat melakukan perubahan APB Desa satu kali dalam 

satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan yang luar biasa 

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan pengelolaan ADD merupakan “penerimaan dan 

pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank 

yang ditunjuk Bupati/Wali kota”. Pada tahap pelaksanaan ini, hal yang dapat 

menjamin akuntabilitas adalah: 

a. Desa harus memiliki rekening desa dengan spesimen tanda tangan 

kepala desa dan kaur keuangan yang nantinya Penerimaan dan 
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pengeluaran desa akan dilaksanakan melalui rekening desa tersebut 

beserta bukti yang lengkap dan sah. 

b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri atas: 

1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa: merinci setiap kegiatan, 

anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk 

kegiatan yang telah dianggarkan 

2) Rencana Kerja Kegiatan Desa: merinci lokasi, volume, biaya, 

sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan 

anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan   

3) Rencana Anggaran Biaya: merinci satuan harga untuk setiap kegitan. 

c. Menyususun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

(DPPA) terdiri atas: 

1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan  

2) Rencana Anggaran Biaya Perubahan 

d. Menyusun Rancangan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) yang 

memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk 

mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran 

berdasarkan DPA yang telah disahkan Kepala Desa. 

Tabel 2.2  

Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas 

No Indikator 

1 Kepala Desa melaporkan nomor rekening kas Desa kepada 

Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur dengan 

tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa 

2 Laporan nomor rekening digunakan sebagai pengendalian penyaluran 

dana transfer 
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3 Uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa 

disimpan oleh Kaur Keuangan 

4 Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah 

peraturan desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang 

penjabaran APB Desa ditetapkan. 

5 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan 

DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 hari 

kerja setelah penugasan 

6 Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 

hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA dan 

disetujui oleh Kepala Desa 

7 Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

untuk menyusun rancangan DPPA 

8 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan 

DPPA kepada Kepala Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan 

9 Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 

hari sejak diserahkannya rancangan DPPA kemudian disetujui oleh 

Kepala Desa 

10 Kaur Keuangan menyusun Rancangan RAK Desa berdasarkan DPA 

yang telah disetujui oleh Kepala Desa 

11 RAK Desa disampaikan kepada Kepala desa melalui Sekretaris Desa 

12 Sekretaris Desa melakukan verikasi terhadap Rancangan RAK Desa 

13 Kepala Desa menyetujui Rancangan RAK Desa 

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

3. Penatausahaan  

Penatausahaan merupakan tahap pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran kedalam buku kas umum. Pada tahap penatausahaan ini, hal 

yang menjamin akuntabilitas adalah: 

a. Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan wajib 

melakukan pencatatan terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran desa 

dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan 
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b. Kaur Keuangan wajib melaporkan buku kas umum yang ditutup setiap 

akhir bulan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya 

c. Kaur Keuangan wajib memiliki buku pembantu kas umum yang terdiri 

dari: 

1) Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan 

pengeluaran melalui rekening kas desa.  

2) Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan 

pajak dan pengeluaran setoran pajak 

3) Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan 

pertanggungjawaban uang panjar 

Tabel 2.3  

Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas 

No Indikator 

1 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai 

pelaksana fungsi kebendaharaan  

2 Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam 

buku kas umum 

3 Melakukan penutupan buku kas umum setiap akhir bulan 

4 Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum  

5 Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa  

6 Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa 

yang telah disetujui Kepala Desa 

7 Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum kepada Sekretaris Desa 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 

8 Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas 

laporan buku kas umum dari Kaur Keuangan 

9 Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis 

laporan buku kas umum ke Kepala Desa untuk disetujui. 

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 
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4. Pelaporan 

Pada tahap ini hal yang menjamin akuntabilitas adalah Kepala Desa 

menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan 

semester petama dengan cara menggabungkan kedua laporan paling lambat 

minggu kedua bulan juli kemudian kepala desa menyampaikan laporan 

pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui 

camat.  

Tabel 2.4  

Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas 

No Indikator 

1 
Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa semester 

pertama  

2 laporan semester pertama APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan 

APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan 

seuruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli ahun berjalan 

3 Kepala Desa melaporakan laporan semester pertama kepada 

Bupati/Wali Kota melalui Camat. 

 Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

5. Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban merupakan tahap menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari 

laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Pada 

tahap pertanggungjawaban ini, hal yang menjamin akuntabilitas adalah:  

a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB 

Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun 

anggaran, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan 

yang ditetapkan dengan peraturan desa 
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b. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan (laporan realisasi APB 

Desa dan catatan atas laporan keuangan), laporan realisasi kegiatan, 

serta daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang 

masuk ke desa.     

c. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan 

penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran.  

d. Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikasn kepada 

masyarakat melalui media informasi yang memuat paling sedikit: 

1) Laporan realisasi APB Desa 

2) Laporan realisasi kegiatan 

3) Kegiatan yang belum selesai dan kegiatan yang belum terlaksana 

4) Sisa anggaran 

5) Alamat pengaduan 

Tabel 2.5  

Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas 

No Indikator 

1 Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan oleh 

Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun 

anggaran 

2 Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada 

Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran 

berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa 

3 Peraturan Desa disertai dengan: a. Laporan Keuangan (terdiri dari 

Laporan Realisasi APB Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan), b. 

Laporan Realisasi Kegiatan, dan c. daftar program sektoral, program 

daerah dan program lainnya yang masuk ke desa 

4 Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kemasyarakat melalui 

media informasi  

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 
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2.1.6 Transparansi 

Selain dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi desa juga harus 

transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Agus Dwijayanto 

(2015:80) dalam Utami (2019) menyatakan bahwa transparansi itu adalah 

menyediakan informasi yang akurat mengenai pemerintah untuk masyarakat dan 

dapat diakses dengan mudah. 

Transaparansi berarti pemerintah desa harus mengelola Alokasi Dana Desa 

(ADD) seecara terbuka karena keuangan itu adalah milik rakyat sehingga harus 

diketahui oleh masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dikelola secara 

transparan kepada masyarakat dan pemerintah dengan adanya suatu bukti fisik yang 

mendukung yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, pemerintah 

maupun pihak yang membutuhkan (Putra et al., 2017).  

Kumalasari & Riharjo (2016) mengemukakan bahwa transparansi adalah suatu 

hal yang sangat penting bagi aparat pemerintahan dalam menjalankan wewenang 

untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pemerintah memiliki 

wewenang yang sangat penting salah satunya adalah mengambil keputusan penting 

yang berdampak bagi banyak orang, sehingga informasi yang lengkap mengenai 

apa yang dikerjakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan prinsip transparansi, segala 

pekerjaan yang dilakukan harus diungkapkan secara terbuka agar dapat diketahui 

oleh orang-orang yang berkepentingan. 

Menurut Nahruddin (2014) dikatakan bahwa Transparansi merupakan nilai 

utama dari akuntabilitas dimana individu atau organisasi dikatakan akuntabel 
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apabila ia mampu menjelaskan dan menilai tindakan atau aksinya sehingga individu 

maupun organisasi yang akuntabel tidak dapat menyembunyika kesalahan dan 

menghindari sebuah penyelidikan atas kesalahannya. Transparansi mengisyaratkan 

bahwa pemerintah tidak hanya membuat laporan keuangan tetapi juga harus terbuka 

dan dapat diakses oleh masyarakat dalam menjalankan amanat rakyat. Transparansi 

merupakan instrument yang paling penting, jika sebuah organisasi itu transparan, 

maka ia dapat menjamin akses kepada publik, pers, dan pihak lainnya yang 

berkepentingan. Transparansi juga harus mensyaratkan kebenaran informasi 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan publik.  

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan desa dan ADD (Arifiyanto, 2014). Transparansi adalah keterbukaan suatu 

organisasi dalam menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah 

untuk diakses dan dapat dipahami bagi yang berkepentingan (Atmadja, dkk, 

2013:19) dalam (Setiawan et al., 2017).  

Menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo 

(2013:19) dalam Tambuwun et al. (2018) mengatakan bahwa keterbukaan didirikan 

dalam kebebasan mendapatkan informasi, informasi yang diperoleh berkaitan 

dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan dapat diperoleh oleh siapa saja 

yang membutuhkan. 

Menurut Tanjung (2014:11) berpendapat bahwa transparansi yaitu memberikan 

informasi keuangan secara terbuka, menyeluruh dan jujur pada masyarakat karena 

masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah 
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dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya  

terhadap peraturan perundang-undangan. 

Menurut Krina (2003) dalam Hanifah & Sugeng (2015) mengatakan bahwa 

prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator berikut: 

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua 

proses pelayanan publik 

2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang 

berbagai kebijakan, pelayanan publik, dan proses-proses di dalam sektor 

publik 

3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan, penyebaran informasi, dan 

penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani. 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) harus dilakukan secara transparansi, hal yang menjamin bahwa pengelolaan 

ADD telah transparansi jika laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester 

pertama dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat 

melalui media informasi. 

Tabel 2.6  

Indikator Transparansi 

No Indikator 

1 Informasi mengenai realisasi APB Desa diinformasikan kepada 

masyarakat melalui media informasi 

2 Laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui 

media informasi  

3 Menginformasikan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana 

pada media informasi 

4 Ada pengumuman mengenai sisa anggaran desa  

5 Desa harus memiliki alamat pengaduan berupa website resmi dari desa 
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6 Mengumumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan 

kegiatan 

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang relevan untuk mendukung 

temuan penelitian. Penulis mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan 

tema penelitian pada tabel berikut: 

Tabel 2.7  

Penelitian Terdahulu 

No 

Penulis 

dan 

Tahun 

Judul 
Metode 

Penelitian 
Hasil 

1 Suci Indah 

hanifah 

dan 

Sugeng 

Praptoyo 

(2015) 

Akuntabilitas 

dan 

Transparansi 

Pertanggungj

awaban 

Anggaran 

Pendapatan 

dan Belanja 

Desa 

(APBDes) 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

analisis 

Deskriptif 

1. Perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan ADD sudah akuntabel 

dan transparan  

2. Laporan pertanggungjawaban 

dilihat secara hasil fisik sudah 

menunjukkan pelaksanaan yang 

akuntabel dan transparan.  

3. Masih diperlukan pembinaan 

lebih lanjut dalam sisi 

adminisrasi karena penyusunan 

laporan keuangan belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan yang disebabkan 

ugas masing-masing perangkat 

desa yang kurang merata dan 

terbatasnya dumber daya 

manusia di desa Kepatihan 

2 Deti 

Kumala 

Sari dan 

Ikhsan 

Budi 

Riharjo 

(2016) 

Transparansi 

dan 

Akuntabilitas 

Pemerintah 

Desa dalam 

Pengelolaan 

Alokasi Desa 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

analisis 

Deskriptif 

Penerapan sistem transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan ADD di 

Desa Bomo Kecamatan Rogojampi 

Kabupaten Banyuwangi telah 

dikelola secara transparan, 

akuntabel, partisipasif, serta 

dilakukan dengan tertib dan 

disiplin walaupun belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Dengan 

demikian perlu dilakukan 
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penyempurnaan serta berkelanjutan 

dengan tetap menyesuaikan situasi 

dan kondisi serta perkembangan 

pertauran perundang-undangan 

yang berlaku. 

3 Putu Andi 

Suarjaya 

Putra, 

Kadek 

Sinarwati, 

dan Made 

Arie 

Wahyuni 

(2017) 

Akuntabilitas 

dan 

Transparansi 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

di Desa 

Bubunan 

Kecamatan 

Seririt 

Kabupaten 

Buleleng 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

analisis 

Deskriptif 

1. Pengelolaan ADD Bubunan 

sudah mengikuti Peraturan 

Bupati Buleleng, dimana 

mekanisme perencanaan 

pengelolaan ADD diawali 

musyawarah desa, lokarkaya, 

dan musrembang yang 

melibatkan BPD (Badan 

Permusyawaratan Desa), LPM 

(Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat), Tokoh Adat, 

KPMD, dan PKK 

2. Pengelolaan ADD Bubunan 

sudah lebih baik karena sudah 

melibatkan masyarakat dan 

setiap kebijakan selalu diawali 

dengan musyawarah. Pihak desa 

sudah lebih transparansi dengan 

memberikan informasi melalui 

baliho ang dipasang pada balai 

desa agar masyarakat tahu untuk 

apa saja ADD digunakan. 

4 Dewi 

Sartika 

dan Nini 

(2018) 

Akuntabilitas 

dan 

Transparansi 

Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

pada Nagari 

Labuah 

Gunuang 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

analisis 

Deskriptif 

1. Perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan ADD sudah 

memperlihatkan pengelolaan 

yang akuntabel, namun masih 

perlu adanya pelatihan dan 

bimbingan teknis kepada 

aparatur Nagari khusunya 

bendahara agar bisa menyusun 

laporan kekayaan milik Nagari 

2. Sudah ada upaya yang 

dilakukan aparatur desa dalam 

mengelola keuangan desa 

secara transparan namun, masih 

ada rasa ketakutan dan protek 

yang luar biasa dari beberapa 

aparatur Nagari ketika peneliti 

ingin mengakses beberapa data 

pendukung penelitian yang 

diperlukan. 
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5 Vilmia 

Farida, A. 

Waluya 

Jati, dan 

Riska 

Harventy 

(2018) 

Aanalisis 

Akuntabilitas 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa (ADD) 

di 

Kecamatan 

Candipuro 

Kabupaten 

Lumajang 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

analisis 

Deskriptif 

1. Masyarakat desa pada 

kecamatan Candipuro sangat 

partisipasif dilihat dari daftar 

hadir masyarakat pada forum 

diskusi Musrenbangdes 

2. Tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban program 

ADD di sepuluh desa telah 

telah merepkan asas-asas 

akuntabilitas, prinsip 

partisipasi, dan transparansi 

mesikipun ada satu desa yang 

pertanggungjawaban secara 

fisik belum selesai, namun rata-

rata keseluruhan desa telah 

akuntabel. 

Sumber: Data Olahan Penulis  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1  

Model Penelitian 

 

  

Desa Kuapan 

Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 

Pengelolaan ADD 

Pelaporan  

Analisis Akuntabilitas  

dan Transparansi  

UU No. 6 Tahun  

2014 

Permendagri No. 20  

Tahun 2018 

Perencanaan Pelaksanaan  Penatausahaan  

Pertanggungjawaban 

Hasil Penelitian 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan model penelitian diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai 

berikut: 

Diduga bahwa Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum 

sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif 

yang menggunakan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

pelaku yang diamati untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis 

dan akurat. Menurut Husaini dan Purnomo (2009) dalam Romantis (2015) 

penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara 

menguraikan pendapat dari responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan 

penelitian yang kemudian dianalisis, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan, dan 

diverifikasi. 

Menurut Sugiyono (2021:9–10) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih bersifat untuk memahami 

makna dan keunikan, membangun fenomena, serta menemukan hipotesis. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Desa Kuapan Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 
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3.3 Variabel Penelitian dan Indikator 

Penelitian ini memiliki beberapa indikator akuntabilitas dan transparansi. 

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 

amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut (Mardiasmo, 2018: 27) 

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa 

beberapa indikator akuntabilitas yang digunakan untuk pengukuran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Indikator Tahap Perancanaan Akuntabilitas 

No Indikator 

1 Penyusunan Rancangan APB Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa 

berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB 

Desa 

2 Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan peyusunan 

rancangan peraturan desa tentang APB Desa 

3 Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB 

Desa kepada Kepala Desa  

4 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada BPD 

untuk disepakati Bersama dalam musyawarah BPD 

5 Rancangan APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober 

tahun berjalan  

6 Jika rancangan tidak disepakati oleh BPD, pemerintah desa melakukan 

kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan 

menggunakan pagu tahun sebelumnya. 

7 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan 

8 Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai 

penjabaran APB Desa yang disepakati oleh Kepala Desa dan BPD  

9 Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 

Kepala Desa 
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10 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala 

Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak 

disepakati untuk dievaluasi 

11 Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Bupati/Walikota dan 

disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja sejak 

diterimanya rancangan Peraturan Desa 

12 Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi 

ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APB Desa oleh Kepala Desa dan 

ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya 

13 Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 

penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peratura Desa 

tentang APB Desa 

14 Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan 

Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada 

Bupati/Walikota paling lama7 hari kerja setelah dietapkan 

15 Kepala Desa dapat melakukan perubahan APB Desa satu kali dalam satu 

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan yang luar biasa 

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Tabel 3.2  

Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas 

No Indikator 

1 Kepala Desa melaporkan nomor rekening kas Desa kepada Bupati/Walikota 

untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui 

Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa 

2 Laporan nomor rekening digunakan sebagai pengendalian penyaluran dana 

transfer 

3 Uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa 

disimpan oleh Kaur Keuangan 

4 Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan 

desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB 

Desa ditetapkan. 

5 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA 

kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 hari kerja 

setelah penugasan 

6 Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari 

kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA dan disetujui oleh 

Kepala Desa 

7 Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

untuk menyusun rancangan DPPA 
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8 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA 

kepada Kepala Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan 

9 Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 hari 

sejak diserahkannya rancangan DPPA kemudian disetujui oleh Kepala Desa 

10 Kaur Keuangan menyusun Rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang 

telah disetujui oleh Kepala Desa 

11 RAK Desa disampaikan kepada Kepala desa melalui Sekretaris Desa 

12 Sekretaris Desa melakukan verikasi terhadap Rancangan RAK Desa 

13 Kepala Desa menyetujui Rancangan RAK Desa 

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Tabel 3.3  

Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas 

No Indikator 

1 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana 

fungsi kebendaharaan  

2 Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku 

kas umum 

3 Melakukan penutupan buku kas umum setiap akhir bulan 

4 Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum  

5 Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa  

6 Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang 

telah disetujui Kepala Desa 

7 Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum kepada Sekretaris Desa paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya 

8 Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 

buku kas umum dari Kaur Keuangan 

9 Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis laporan 

buku kas umum ke Kepala Desa untuk disetujui 

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Tabel 3.4  

Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas 

No Indikator 

1 Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama  

2 laporan semester pertama APB Desa terdiri dari laporan pelaksanaan APB 

Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seuruh 

laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli ahun berjalan 
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3 Kepala Desa melaporakan laporan semester pertama kepada Bupati/Wali 

Kota melalui Camat. 

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Tabel 3.5  

Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas 

No Indikator 

1 Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan oleh Kepala 

Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran 

2 Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada 

Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran 

berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa 

3 Peraturan Desa disertai dengan: a. Laporan Keuangan (terdiri dari Laporan 

Realisasi APB Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan), b. Laporan 

Realisasi Kegiatan, dan c. daftar program sektoral, program daerah dan 

program lainnya yang masuk ke desa 

4 Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan kemasyarakat melalui media 

informasi  

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Selain indikator akuntabilitas, penulis juga melakukan penilaian terhadap 

indikator transparansi. Menurut Tanjung (2014:11) berpendapat bahwa transparansi 

yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, menyeluruh dan jujur kepada 

masyarakat karna masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya  terhadap peraturan perundang-undangan. 

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa harus 

dilakukan secara transparansi, maka beberapa indikator yang digunakan untuk 

pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6  

Indikator Transparansi 

No Indikator 

1 Informasi mengenai realisasi APB Desa diinformasikan kepada 

masyarakat melalui media informasi 
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2 Laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada masyarakat melalui 

media informasi  

3 Menginformasikan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana 

pada media informasi 

4 Ada pengumuman mengenai sisa anggaran desa  

5 Desa harus memiliki alamat pengaduan berupa website resmi dari desa 

6 Mengumumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan 

kegiatan 

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Penilaian indikator Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) dapat dikatakan akuntabel dan tidak akuntabel serta transparansi dan 

tidak transparansi dilihat dari berapa persennya kesesuaian penilaian indikator 

menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan ketentuan memberikan tanda 

() pada kolom yang tersedia dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Sesuai (S) 

2. Tidak Sesuai (TS) 

Persentase Kesesuaian dicari dengan rumus membagi seluruh penilaian 

indikator yang Sesuai (S) dengan seluruh jumlah penilaian indikator baik yang 

sesuai maupun tidak sesuai lalu dikalikan 100% yang nanti hasilnya merupakan 

besaran tingkat kesesuaian dalam bentuk persen, kemudian hasil pengurangan dari 

100% dikurangi Persentase Kesesuaian merupakan hasil dari Persentase 

Keidaksesuaian. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer diperoleh dari jawaban hasil wawancara dengan pihak 

pengurus Desa Kuapan dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi 
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yang dibutuhkan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari data yang didapatkan oleh penulis dalam 

bentuk saji dari desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 

Desa), Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, 

Laporan Kekayaan Milik Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), 

dan Profil Desa Kuapan beserta Visi dan Misi Desa Kuapan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Menurut Sugiyono (2014:145) dalam Kholifatunnisa (2020) Observasi 

adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden 

yang diamati tidak terlalu besar.  

Pada proses observasi ini penulis mengamati situasi-situasi di Desa 

Kuapan secara langsung dan detail dengan mencatat apa-apa yang dianggap 

penting untuk mendapatkan informasi yang benar terkait Desa Kuapan. 

2. Wawancara 

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2021:114) wawancara 

adalah pertemuan 2 orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab sehingga dapat menafsirkan makna dalam suatu topik tertentu. 
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Wawancara dilakukan penulis untuk mencari informasi yang 

dibutuhkan penulis secara langsung dengan melakukan pertemuan dan tanya 

jawab pada pengurus Desa Kuapan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan 

Kaur Keuangan serta tokoh masyarakat seperti RT/RW di Desa Kuapan 

terkait data-data yang diperlukan penulis. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengambilan data yang dilakukan penulis dengan melakukan 

pengumpulan dan pengambilan data berupa Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa), Laporan Realisasi Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Profil Desa Kuapan beserta Visi dan Misi 

Desa Kuapan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian dengan 

melakukan tahap analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2021: 

134–142) sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Tahap analisis data yang pertama kali dilakukan penulis adalah 

mengumpulkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi terkait dengan pengelolaan yang mencakup Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Realisasi 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, Laporan Kekayaan Milik 



46 
 

 
 

Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Profil Desa Kuapan 

beserta Visi dan Misi Desa Kuapan. 

2. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Tahap analisis data yang kedua adalah kondensasi data. Kondensasi data 

merupakan Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat 

abstraksi data aksi dari catatan lapangan, interview, transkip, berbagai 

dokumen dan catatan lapangan. Data-data yang sudah terkumpul kemudian 

dirangkum sesuai dengan fokus penelitian dan menggolongkan semua 

dokumen yang terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), 

Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa, Laporan 

Kekayaan Milik Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan 

Profil Desa Kuapan beserta Visi dan Misi Desa Kuapan.untuk 

mempermudah penulis dalam memahami data yang telah terkumpul sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Tahap analisis data selanjutnya adalah penyajian data yang merupakan 

sekumpulan informasi yang memberikan gambaran penelitian secara 

menyeluruh yaitu dengan menyajikan data secara terperinci dan 

menyeluruh. Penyajian data ini membantu penulis dalam memahami 

masalah yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya. 

Penyajian data di penelitian ini adalah hasil wawancara yang berupa 

rekaman suara yang di rangkum dalam bentuk teks kemudian dokumen-

dokumen yang diperoleh diinterpretasikan sesuai dengan rumusan masalah. 
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4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusing Drawing and 

Verification) 

Tahap analisis data yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari arti, 

makna, penjelasan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-

hal penting. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dikaitkan dengan 

pedoman Permendagri 20 Tahun 2018 agar dapat dikatakan akuntabel dan 

transparan 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Desa Kuapan 

Desa Kuapan pada mulanya adalah berasal dari Desa Kampar yang sangat 

dipadati penduduk. Pada awalnya Desa Kuapan adalah perwakilan tambang pada 

tahun 1979 yang dijabat oleh Wali Muda Bapak Dt. LENJO dan administrasinya 

mengikuti Desa Kuapan dan pada akhirnya Bapak Dt. LENJO telah meninggal 

dunia pada tahun 1986. Jadi, jabatan Wali Muda berakhir karena meninggal. 

Setelah meninggalnya Bapak Dt. LENJO, pemerintahan kecamatan kampar 

menetapkan Pjs untuk Desa Kuapan perwakilan Tambang yang dijabat oleh Bapak 

M. SAHAR sampai pada tahun 1989. Pada tahun 1989 Desa Kuapan mengadakan 

pemilihan Kepala Desa dan terpilihlah Kepala Desa Kuapan Depenitip yang dijabat 

oleh Bapak H. MAARIB Dt. Mongguong dengan periode 5 (lima) tahun. Sewaktu 

Bapak H. MAARIB Dt. Mongguong menjabat sebagai Kepala Desa Kuapan, 

Kecamatan Tambang telah mekar dari kecamatan Kampar, Tidak sampai satu 

periode Bapak H. MAARIB Dt. Mongguong telah meninggal dunia pada tahun 

1992. Akhir jabatan Kepala Desa Kuapan digantikan oleh Pegawai dari Kecamatan 

Tambang yang dijabat oleh Bauak NURSYAMSI SALEH sebagai Pjs. Kepala Desa 

Kuapan.dan Bapak NURSYAMSI SALEH menjabat 7 (tujuh) tahun sampai dengan 

tahun 1999.  

Pada tahun 1999 Desa Kuapan mengadakan pemilihan Kepala Desa Kuapan 

Depenitif. Jadi Kepala Desa yang terpilih Bapak NURSYAM RAMLI dengan 
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periode 5 (lima) tahun dan pada tahun 2004 tidak ada pemilihan Kepala Desa 

Kuapan. Bapak NURSYAM RAMLI sebagai Kepala desa Kuapan diperpanjang 

masa jabatannya sampai tahun 2008. Karena ada hal akhir jabatan Bapak 

NURSYAM RAMLI berakhir pada tahun 2008. Sebelum pemilihan Kepala Desa, 

Kepala Desa Kuapan dijabat oleh Saudari DARIAS (Sekdes) sebagai Pjs Kepala 

Desa Kuapan sampai pemilihan Kepala Desa Kuapan Depenitip diakukan.  

Pada tahun 2009 bulan maret pemilihan Kepala Desa Kuapan terpilih Bapak H. 

SYAFRIADI dan dilantik pada tanggal 08 april 2009 dengan periode 6 (enam) 

tahun. Pada tahun 2015 akhir jabatan Bapak H. SYAFRIADI sebagai Kepala Desa 

Kuapan berakhir karena Undang-undang/ aturan yang berlaku dari Bupati Kampar. 

Selanjutnya Penjabat Kepala Desa Kuapan Kecamatan tambang dijabat oleh 

Saudari DARIAS. S.PdI sebagai Pj. Kepala Desa Kuapan. Pada tahun 2015 bulan 

Desember Pemilihan Kepala Desa Kuapan dilakukan dan Kepala Desa yang terpilih 

Bapak M. ZEN dan dilantik pada tanggal 18 Desember 2015 dengan periode 6 

(enam) tahun. Pada tahun 2021 akhir Desa Kuapan mengadakan Pemilihan serentak 

bergelombang dan Kepala Desa yang terpilih Bapak LIMASNUR, S.Sos.I Periode 

2021-2027, dilantik pada tanggal 22 Desember 2021.  

4.1.2 Demografi Desa Kuapan 

1. Kondisi Geografis 

Desa Kuapan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar, jaraknya sekitar 38 km dari pusat kota Pekanbaru. Desa 

Kuapan merupakan wilayah Desa Kampar Lama. Letak geografis Desa Kuapan 

berbatasan dengan: 
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a. Sebelah Utara  : Desa Tapung 

b. Sebelah Selatan : Sungai Kampar 

c. Sebelah Barat  : Desa Pulau Birandang 

d. Sebelah Timur  : Desa Tambang, Balam Jaya, dan Sungai Pinang. 

Desa Kuapan memiliki luas wilayah ± 8 km/segi yang meliputi pemukiman 900 

ha, pertanian sawah 600 ha, ladang/tegalan 600 ha, hutan 70 ha, rawa-rawa 50 ha, 

perkantoran 10 ha, sekolah 4 ha, dan lapangan sepak bola 2 ha. Jarak ke ibu kota 

kecamatan 8 km dengan kisaran lama jarak tempuh 17 menit, sedangkan jarak ke 

ibu kota kabupaten 30 km dengan kisaran lama jarak tempuh 1 jam. 

2. Jumlah Penduduk 

Berdasarkan data administrasi, jumlah Kepala Keluarga berjumlah 1.015 KK 

dan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin berjumlah 3.858 jiwa dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 Laki-Laki 1.885 49 

2 Perempuan 1.973 51 

 Jumlah 3.858 100 

Sumber: Profil Desa Kuapan Tahun 2019 

Dilihat dari data diatas maka dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk berjenis 

kelamin perempuan lebih banyak yaitu 51% dari jumlah penduduk berjenis kelamin 

laki-laki yang hanya berjumlah 49% dari jumlah keseluruhan penduduk. 
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Tabel 4.2  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tamatan Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 SD/MI 470 15 

2 SLTP/MTS 724 23,3 

3 SLTA/MA 1300 41,9 

4 S1/Diploma 70 2,3 

5 Putus Sekolah 400 12,9 

6 Buta Huruf 142 4,6 

 Jumlah 3.106 100 

Sumber: Profil Desa Kuapan Tahun 2019 

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Kuapan masih 

tegolong rendah karena masih ada 12,9% penduduk yang putus sekolah dan ada 

4,6% yang buta huruf. Bekal tingkat pendidikan yang mendominasi diurutan 

pertama adalah tingkat pendidikan SLTA/MA, sementara itu yang dapat merasakan 

tingkat perguruan tinggi hanya 2,3% saja.  

Tabel 4.3  

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No Pekerjaan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 Petani 1.434 45,4 

2 Pedagang 500 15,8 

3 PNS 80 2,5 

4 Tukang 140 4,4 

5 Guru 50 1,6 

6 Bidan/Perawat 10 0,3 

7 TNI/Polri 8 0,3 

8 Pensiunan 9 0,3 

9 Sopir/Angkutan 40 1,3 

10 Buruh 270 8,6 

11 Swasta 617 19,5 

 Jumlah 3.158 100 

Sumber: Profil Desa Kuapan Tahun 2019 

Bedasarkan data diatas maka dapat dikatakan mayoritas pekerjaan penduduk di 

Desa Kuapan yaitu sebagai petani dengan persentase 45,4%, karyawan swasta 

19,5%, dan sebagai pedagang 15.8%.  
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Tabel 4.4  

Jumlah Penduduk berdasarkan Agama  

No Agama Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 Islam 3.803 98,6 

2 Katolik - - 

3 Kristen 55 1,4 

4 Hindu - - 

5 Budha - - 

 Jumlah 3.858 100 

Sumber: Profil Desa Kuapan Tahun 2019 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Kuapan 

beragama Islam dengan persentase 98,6% disusul dengan pemeluk agama Kristen 

1,4%. 

3. Pembagian Wilayah 

Dusun 1 Kuapan   : Jumlah 4 RT 

Dusun II Botiong   : Jumlah 4 RT 

Dusun III Ujung Padang  : Jumlah 6 RT 

Dusun IV Karangan Tinggi : Jumlah 4 RT 

Dusun V Karangan Tinggi : Jumlah 5 RT 

4. Lembaga Pendidikan 

a. Gedung TK/Paud : 4 Buah berlokasi di Dusun I, III, dan Dusun V 

b. Gedung SD/MI : 2 Buah berlokasi di Dusun I dan IV 

c. SLTP/MTs  : 1 Buah berlokasi di Dusun 3 

d. SLTA/MA  : 1 Buah berlokasi di Dusun III 

5. Tempat Ibadah 

Desa Kuapan Hanya memiliki tempat ibadah berupa Masjid/Musholla 

berjumlah 13 buah 
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6. Struktur Organisasi 

a. Nama Aparatur Desa 

Kepala Desa    : M. Zen 

Sekretaris Desa   : Rudi Herman, S. AP 

Kasi Pemerintahan   : Dwi Yuliana 

Kasi Pelayanan Kesejahteraan : Samsul Aidi 

Kaur Tata Usaha dan Umum  : M. Haya Tullah 

Kaur Keuangan   : Sri Wulan Handayani, SE 

Kaur Perencanaan   : Herman Posyar 

Kepala Dusun 1 Kuapan  : Aprijon 

Kepala Dusun II Botiong  : Oki Candra 

Kepala Dusun III Ujung Padang : Hardimanto 

Kepala Dusun IV Karangan Tinggi : Rozi Azwir AR 

Kepala Dusun V Karangan Tinggi : Amrizal, Amd 

b. Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Ketua   : Nursal 

Wakil Ketua  : Dasril 

Sekretaris  : Zamris 

Anggota  : Zulfirman, Akhiriadi, Andri Ricaldo, Mazdalena, 

Samsur, dan Izar. D 
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7. Visi dan Misi 

Desa Kuapan memiliki cita-cita untuk masa depan yang disebut juga sebagai 

Visi Desa Kuapan. Visi Desa Kuapan ini dalam mewujudkannya melibatkan 

seluruh masyarakat Desa, dimana Visi tersebut adalah: 

“Bersama membangun desa wisata religius yang jujur, sejahtera, 

berbudaya, dan berakhlak mulia.”  

Untuk mewujudkan Visi Desa Kuapan tersebut dibutuhkan Misi. Misi yang 

menunjang keberhasilan tercapainya sebuah Visi, maka dalam meraih Visi Desa 

Kuapan dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun 

eksternal, disusunlah Misi Desa Kuapan yaitu: 

a. Mengembangkan potensi desa wisata yang berbasiskan peningkatan 

ekonomi petanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui Program 

Desa Wisata 

b. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan 

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat 

c. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa 

d. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai  

e. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa 

f. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal 

g. Menigkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan 

kebudayaan. 
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Mekanisme Penyaluran 

ADD ke Desa 

Menurut Sekretaris Desa bapak Rudi Herman dalam wawancara mengatakan 

bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari kabupaten dan 

termasuk dalam pendapatan transfer desa. Besaran jumlah ADD ditetapkan oleh 

Kabupaten yang dinilai dari kepadatan penduduk, ADD tersebut nantinya akan 

dikirim oleh Kabupaten melalui rekening kas desa per semester dengan jumlah 

keseluruhannya ada 4 semester. Jumlah ADD di Desa Kuapan selalu meningkat 

setiap tahunnya kecuali pada masa pandemi Covid mengalami penurunan. ADD 

digunakan untuk kegiatan operasional, penghasilan tetap dan tunjangan, serta 

pemberdayaan masyarakat  

Berdasarkan data yang diperoleh yaitu Laporan Realisasi Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APB Desa Kuapan, penggunaan ADD yang diterima Desa Kuapan 

digunakan untuk 4 bidang yaitu (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Rp531.452.200, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp66.498.300, (3) 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp15.600.000, dan (4) Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat Rp32.069.500. Program kerja penggunaan ADD di Desa Kuapan 

dirincikan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Program Kegiatan ADD di Desa Kuapan Tahun 2019 

No Program Kegiatan  Anggaran  

1 Penghasilan tetap dan tunjangan Rp295.150.000 

2 Jaminan sosial Rp9.371.200 

3 Operasional perkantoran Rp66.835.000 

4 Tunjangan BPD Rp55.200.000 
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5 Insentif RT/RW Rp99.000.000 

6 Peneydiaan sarana/prasarana (Peningkatan gedung) Rp560.000 

7 Penyusunan dokumen perencanaan desa Rp5.336.000 

8 Belanja pendidikan dan perpustakaan Rp9.098.300 

9 Penyelenggaraan posyandu Rp2.400.000 

10 Sub bidang kesehatan lai-lain  Rp2.500.000 

11 Upah tenaga kerja Rp7.000.000 

12 Peningkatan monumen/gapura Rp25.000.000 

13 Peningkatan sumber air bersih Rp20.500.000 

14 Pembinaan kemasyarakatan Rp15.600.000 

15 Pemberdayaan masarakat Rp32.069.500 

 Jumlah Rp645.620.000 

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Kuapan Tahun 2019  

Pada Tahun 2019 total ADD yang dianggarkan berjumlah Rp645.620.000 dan 

jumlah tersebut sudah direalisasikan semua yang artinya program kegiatan yang di 

rencanakan pemerintah desa dan masyarakat terlaksana dengan baik. 

Tabel 4.6 

Program Kegiatan ADD di Desa Kuapan Tahun 2020 

No Program Kegiatan  Anggaran  Realisasi 

1 Penghasilan tetap dan tunjangan Rp329.400.000 Rp167.400.000 

2 Jaminan sosial Rp2.106.000 Rp0 

3 Operasional perkantoran Rp54.733.000 Rp21.184.000 

4 Tunjangan BPD Rp27.600.000 Rp0 

 Operasional BPD Rp15.000.000 Rp15.000.000 

5 Insentif RT/RW Rp99.000.000 Rp49.500.000 

6 Penyediaan sarana/prasarana (aset 

tetap) 
Rp62.200.000 Rp8.000.000 

7 Penyusunan dokumen perencanaan 

desa 
Rp5.708.000 Rp5.708.000 

9 Penyelenggaraan posyandu Rp5.280.000 Rp0 

10 Sub bidang kesehatan lai-lain  Rp2.500.000 Rp1.250.000 

11 Peningkatan balai desa Rp44.631.000 Rp0 

12 Belanja jasa honorium petugas Rp3.600.000 Rp1.800.000 

13 Pembinaan kepemudaan & olahraga Rp4.000.000 Rp2.000.000 

14 Pembinaan kelembagaan 

masyarakat 
Rp8.000.000 Rp4.000.000 

15 Pemberdayaan masarakat Rp18.868.000 Rp0 

 Jumlah Rp682.626.000 Rp275.842.000 

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Kuapan Tahun 2020 
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Berbeda dengan Tahun 2019, total anggaran ADD Tahun 2020 tidak terealisasi 

sepenuhnya bahkan tidak sampai setengah dari yang dianggarkan, itu berarti banyak 

program kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun itu, menurut Kaur Keungan ibu 

Sri Wulan Handayani dalam wawancara mengatakan bahwa hal itu dikarenakan 

masa pandemi Covid yang menyebabkan terkendalanya pemerintah desa dalam 

menjalankan program-program desa sehingga dana yang dianggarkan tidak 

terealisasi dengan baik.  

Pada Tahun 2020 ADD tidak terealisasikan dengan baik, selain itu ada 

kesalahan pencatatan yang dibandingkan antara laporan realisasi pelaksanaan APB 

Desa dengan laporan realisasi APB Desa.  Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa 

yang dirincikan pada tabel 4.6 total ADD yang direalisasikan berjumlah 

Rp275.842.000 berbeda dengan total realisasi yang dirincikan dalam laporan 

realisasi APB Desa yang diperoleh penulis dengan jumlah Rp284.441.500. 

Kesalahan tersebut menandakan bahwa kurang telitinya aparatur desa dalam 

melakukan pencatatan mengenai keuangan desa, hal tersebut sangat lah fatal karena 

terjadinya perbedaan pelaksanaan APB Desa dengan jumlah yang direalisasikan 

yang nantinya laporan pelaksanaan APB Desa itu harus di informasikan ke 

masyarakat luas. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang 

di biayai menggunakan ADD harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi 

dengan terbuka dan melibatkan seluruh masyarakat di desa yang nantinya kegiatan-

kegiatan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan (Wahyu, 2018). Oleh karena 

itu, dalam pengelolaan ADD diperlukannya Akuntabilitas dan Transaparansi, maka 
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penulis akan mencoba menganalisis tentang bagaimana Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterapkan pada Desa 

Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan 

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban dari pemegang amanah untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang 

telah memberikan amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018: 27). Dari pengertian tersebut 

dapat dikatakan bahwa pentingnya bagi pemerintah desa untuk menerapkan prinsip 

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di desa dimana dengan adanya 

akuntabilitas tersebut amanah dalam pengelolaan keuangan yang diberikan ke 

pemerintah desa dapat disajikan dengan baik dan dilaporkan kemasyarakat sebagai 

bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah desa.  

Menurut Setiawan et al. (2017) Akuntabilitas memiliki tujuan untuk 

meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan 

kepada pemerintah desa dalam meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam pengelolaan keuangan desa, Desa Kuapan masih berpodaman pada 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Seharusnya Peraturan yang digunakan 

adalah peraturan yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun 

Desa Kuapan tidak mengikuti perubahan peraturan Permendagri tersebut, bahkan 

Aparatur Desa Kuapan tidak mengetahui adanya perubahan Permendagri tersebut. 



59 
 

 
 

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 prinsip Akuntabilitas dalam 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, 

Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggunjawaban. Dalam penelitian ini penulis 

akan menganalisis tahap pengelolaan ADD berdasarkan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan 

dengan yang dianggarkan dalam APB Desa. Menurut Seretaris Desa dalam 

wawancara, pada tahap ini Desa Kuapan melakukan penyusunan APB Desa yang 

dilakukan dari bulan Juli sampai bulan November untuk tahun kedepannya. Dalam 

penyusunan itu pemerintah desa mengadakan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (Musrengbangdes) untuk membahas tentang pembangunan 

desa tahun berikutnya. Musrengbangdes ini tidak hanya melibatkan aparatur desa 

saja, melainkan juga melibatkan anggota BPD dan masyarakat karena untuk 

membahas pembangunan desa itu butuh usulan dari masyarakat. Usulan-usulan 

tersebut nantinya akan disajikan dalam RKP. 

Dari penjelasan diatas maka tingkat kehadiran musrengbangdes Tahun 2019 

dan Tahun 2020 dapat di simpulkan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Tingkat Kehadiran Musrengbangdes Tahun 2019 dan Tahun 2020 

Tahun Undangan Kehadiran Persentase 

2019 60 Orang 50 Orang 83,3% 

2020 60 Orang 31 Orang 51,6% 

Sumber: RKP Tahun 2019 dan Tahun 2020   
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Jika dilihat dari daftar hadir pada forum diskusi Musrengbangdes menunjukkan 

bahwa masyarakat Desa Kuapan pada tahun 2019 sudah partisipatif ikut serta dalam 

perencanaan, namun pada tahun 2020 masyarakat kurang partisipatif untuk ikut 

serta dalam perencanaan yaitu hanya setengah kehadiran dari undangan yang 

diharapkan. Selain perencanaan, masyararakat juga harus ikut berpartisipasi dalam 

mewujudkan perencanaan tersebut, menurut Sekretaris Desa dalam wawancara 

yang dilakukan penulis mengenai swadaya masyarakat seperti gotong royong, 

masyarakat tidak partisipatif untuk ikut serta dalam mewujudkan perencanaan 

pembangunan desa. 

Dalam tahap perencanaan ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai 

penilaian akuntabilitas pengelolaan ADD yang diperoleh dari hasil wawancara 

kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang dinilai menurut Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Indikator Tahap Perencanaan Akuntabilitas 

No Indikator 

Keterangan 

Sesuai 

(S) 

 Tidak 

Sesuai 

(TS) 

1 Penyusunan Rancangan APB Desa dikoordinasikan 

oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun 

berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa 

  

2 Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan 

bahan peyusunan rancangan peraturan desa tentang 

APB Desa 

  

3 Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan 

desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa  
  

4 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

disampaikan kepada BPD untuk disepakati Bersama 

dalam musyawarah BPD 

  

5 Rancangan APB Desa disepakati bersama paling 

lambat bulan Oktober tahun berjalan  
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6 Jika rancangan tidak disepakati oleh BPD, 

pemerintah desa melakukan kegiatan yang berkenaan 

dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan 

menggunakan pagu tahun sebelumnya. 

  

7 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa 

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 
  

8 Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan 

Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa yang 

disepakati oleh Kepala Desa dan BPD  

  

9 Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan 

Rancangan Peraturan Kepala Desa 
  

10 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari 

sejak disepakati untuk dievaluasi 

  

11 Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan 

Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala 

Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya 

rancangan Peraturan Desa 

  

12 Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang 

telah dievaluasi ditetapkan menjadi peraturan desa 

tentang APB Desa oleh Kepala Desa dan ditetapkan 

paling lambat 31 Desember tahun anggaran 

sebelumnya 

  

13 Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan 

Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai 

peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB 

Desa 

  

14 Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang 

APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang 

penjabaran APB Desa kepada Bupati/Walikota 

paling lama7 hari kerja setelah dietapkan 

  

15 Kepala Desa dapat melakukan perubahan APB Desa 

satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam 

keadaan yang luar biasa 

  

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.8 menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengelolaan ADD dapat 

dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut: 

Persentase Kesesuaian = 
∑𝑥

∑𝑌
 𝑋 100% 
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= 
14

15
 𝑋 100 % = 93,3% 

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pada proses 

Perencanaan Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018 sudah dapat dikatakan akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 93,3% 

dan sebesar 6,7% menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut 

dikarenakan ada penilaian indikator yang belum sesuai, dimana dijelaskan bahwa 

Rancangan APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun 

berjalan, namun menurut pernyataan Sekretaris Desa Kuapan dalam wawancara 

mengakatakan bahwa Rancangan APB Desa disusun dari bulan Juli sampai 

November yang berarti terjadi keterlambatan yaitu pada bulan November. Dari 

penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa proses Perencanaan Pengelolaan 

ADD Kuapan belum sepenuhnya akuntabel dan belum sepenuhnya sesuai dengan 

acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

Berdasarkan penilaian indikator diatas, pada pernyataan nomor 15 yang 

mengatakan bahwa Kepala Desa dapat melakukan perubahan APB Desa satu kali 

dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan yang luar biasa. Menurut 

Sekretaris Desa dan data yang diperoleh penulis, Desa Kuapan melakukan 

perubahan APB Desa satu kali pada tahun 2019 karena adanya Corona Virus 

Disease 19 (Covid-19).  

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengelolaan ADD merupakan penerimaan dan pengeluaran desa 

yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali 

kota. Dalam tahap pelaksanaan ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai 
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penilaian akuntabilitas pengelolaan ADD yang diperoleh dari hasil wawancara 

kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang dinilai menurut Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas 

No Indikator 

Keterangan  

Sesuai 

(S) 

Tidak 

Sesuai 

(TS) 

1 Kepala Desa melaporkan nomor rekening kas Desa 

kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada 

Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur 

Jendral Bina Pemerintahan Desa 

  

2 Laporan nomor rekening digunakan sebagai 

pengendalian penyaluran dana transfer 
  

3 Uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional 

Pemerintah Desa disimpan oleh Kaur Keuangan 
  

4 Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA 

paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang 

APB Desa dan peraturan kepala desa tentang 

penjabaran APB Desa ditetapkan. 

  

5 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa 

melalui Sekretaris Desa paling lama 6 hari kerja setelah 

penugasan 

  

6 Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA 

paling lama 15 hari kerja sejak Kaur dan Kasi 

menyerahkan rancangan DPA dan disetujui oleh 

Kepala Desa 

  

7 Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana 

kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA 
  

8 Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran 

menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa 

paling lama 6 hari kerja setelah penugasan 

  

9 Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA 

paling lama 15 hari sejak diserahkannya rancangan 

DPPA kemudian disetujui oleh Kepala Desa 
  

10 Kaur Keuangan menyusun Rancangan RAK Desa 

berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala 

Desa 
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11 RAK Desa disampaikan kepada Kepala desa melalui 

Sekretaris Desa 
  

12 Sekretaris Desa melakukan verikasi terhadap 

Rancangan RAK Desa 
  

13 Kepala Desa menyetujui Rancangan RAK Desa   

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.9 menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengelolaan ADD dapat 

dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut: 

Persentase Kesesuaian = 
∑𝑥

∑𝑌
 𝑋 100% 

= 
13

13
 𝑋 100 % = 100% 

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuain proses Pelaksanaan 

Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sudah 

akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa 

proses Pelaksanaan Pengelolaan ADD Kuapan telah akuntabel dan sesuai dengan 

acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

3. Penatausahaan 

Penatausahaan merupakan tahap pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran 

dalam buku kas umum. Dalam tahap penatausahaan ini ada beberapa indikator yang 

dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas pengelolaan ADD yang diperoleh dari 

hasil wawancara kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang dinilai menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.10 

Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas 

No Indikator 

Keterangan  

Sesuai 

(S) 

Tidak 

Sesuai 

(TS) 

1 Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur 

Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan  
  

2 Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan 

pengeluaran dalam buku kas umum 
  

3 Melakukan penutupan buku kas umum setiap akhir 

bulan 
  

4 Kaur Keuangan membuat buku pembantu kas umum    

5 Penerimaan desa disetor ke rekening kas desa    

6 Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan 

berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui Kepala 

Desa 

  

7 Kaur Keuangan melaporkan buku kas umum kepada 

Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya 

  

8 Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi, dan 

analisis atas laporan buku kas umum dari Kaur 

Keuangan 

  

9 Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi, 

dan analisis laporan buku kas umum ke Kepala Desa 

untuk disetujui 

  

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.10 menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengelolaan ADD 

dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut: 

Persentase Kesesuaian = 
∑𝑥

∑𝑌
 𝑋 100% 

= 
7

9
 𝑋 100 % = 77,78% 

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pada proses 

Penatausahaan Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 
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Tahun 2018 belum sepenuhmya akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 

77,78% dan sebesar 22,22% menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian 

tersebut dikarenakan Desa Kuapan tidak melakukan penutupan buku kas umum 

setiap akhir bulan secara rutin. Berdasarakan pernyataan dari Kaur Keuangan 

dikatakan bahwa Kaur Keuangan mencatat setiap transaski dan melakukan 

penutupan buku kas umum setiap pelaporan yang tidak bisa ditentukan kapan 

penutupanya, tergantung pencairan dana dari kabupaten. Karena penutupan buku 

tidak dilakukan setiap akhir bulan maka pelaporan buku kas umum kepada 

Sekretaris Desa juga tidak bisa dipastikan paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya. Dari penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa proses Penataushaan 

Pengelolaan ADD Kuapan belum sepenuhnya akuntabel dan belum sepenuhnya 

sesuai dengan acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

Berdasarkan penilaian indikator penatausahaan diatas, Kaur Keuangan juga 

menegaskan bahwa dalam tahap penatausahaan ini Kaur Keuangan Desa Kuapan 

melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran Desa Kuapan di buku kas 

umum. selain buku kas umum, Kaur Keuangan juga membuat buku pembantu kas 

seperti buku pembantu bank yang berisi catatan atas atas penerimaaan dan 

pengeluaran melalui rekening kas desa, buku pembantu pajak untuk mencatat 

penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, serta buku pembantu 

panjar. Pencatatan itu tidak dibuat secara manual melainkan dibuat menggunakan 

Sistem Keuangan Desa (SIKEUDES). 
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4. Pelaporan 

Dalam tahap pelaporan ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai 

penilaian akuntabilitas pengelolaan ADD yang diperoleh dari hasil wawancara 

kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang dinilai menurut Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas 

No Indikator 

Keterangan  

Sesuai 

(S) 

Tidak 

Sesuai 

(TS) 

1 Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB 

Desa semester pertama  
  

2 Laporan semester pertama APB Desa terdiri dari 

laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi 

kegiatan dengan cara menggabungkan seuruh laporan 

paling lambat minggu kedua bulan Juli ahun berjalan 

  

3 Kepala Desa melaporakan laporan semester pertama 

kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.   

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.11 menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pengelolaan ADD dapat 

dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut: 

Persentase Kesesuaian = 
∑𝑥

∑𝑌
 𝑋 100% 

= 
2

3
 𝑋 100 % = 66,67% 

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pada proses 

Pelaporan Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018 belum sepenuhmya akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 66,67% dan 

sebesar 33,33% menunjukkan ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian tersebut 



68 
 

 
 

dikarenakan masih adanya keterlambatan pelaporan semester pertama dimana 

Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama disampaikan paling lambat 

minngu kedua bulan Juli, sedangkan menurut jawaban dalam wawancara kepada 

Kaur Keuangan, Desa Kuapan menyampaikan Laporan pelaksanaan APB Desa 

semester pertama pada akhir bulan Juli. Dari penjelasan tersebut maka disimpulkan 

bahwa proses Pelaporan Pengelolaan ADD Kuapan belum sepenuhnya akuntabel 

dan belum sepenuhnya sesuai dengan acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018. 

Bedasarkan penilaian indikator pelaporan diatas, Kaur Keuangan menegaskan 

bahwa dalam tahap ini, Desa Kuapan membuat laporan semester pertama dan 

laporan akhir tahun untuk disampaikan oleh Kepala Desa kepada Buapati/Walikota 

melalui Camat. Pencairan dana awal dari kabupaten diterima oleh Desa Kuapan 

pada bulan Mei dan dicatat pada bulan Juni. Setelah itu Desa Kuapan melaporkan 

laporan semester pertama pada akhir bulan Juli. Namun pencairan dana terakhir 

terjadi keterlambatan pencairan yaitu tanggal 29 desember yang seharusnya sudah 

dilaporkan. Sehingga Desa Kuapan melaporkan laporan akhir tahun pada bulan 

januari sampai februari. Selain karna telat pencairan hal yang menyebabkan tidak 

akuntabel nya pekerjaan aparatur desa yaitu kelalaian perangkat desa yang sering 

menunda-nunda pekerjaan dalam membuat laporan dan SISKEUDES yang susah 

untuk diakses karena jaringan yang sering lelet. 

5. Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban merupakan tahap menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan 
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penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.  Dalam tahap 

pertanggungjawaban ini ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai penilaian 

akuntabilitas pengelolaan ADD yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 

Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang dinilai menurut Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas 

No Indikator 

Keterangan  

Sesuai 

(S) 

Tidak 

Sesuai 

(TS) 

1 Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa 

disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali 

Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran 

  

2 Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa 

disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang 

ditetapkan dengan peraturan desa 

  

3 Peraturan Desa disertai dengan: a. Laporan Keuangan 

(terdiri dari Laporan Realisasi APB Desa dan Catatan 

atas Laporan Keuangan), b. Laporan Realisasi 

Kegiatan, dan c. daftar program sektoral, program 

daerah dan program lainnya yang masuk ke desa 

  

4 Laporan Pertanggungjawaban diinformasikan 

kemasyarakat melalui media informasi  
  

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.12 menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan 

ADD dapat dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut: 

Persentase Kesesuaian = 
∑𝑥

∑𝑌
 𝑋 100% 

= 
4

4
 𝑋 100 % = 100% 
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Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuain proses 

Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 

20 Tahun 2018 sudah akuntabel dengan tingkat kesesuaian sebesar 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD Kuapan telah 

akuntabel dan sesuai dengan acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

4.2.3 Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan 

Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan secara terbuka, 

menyeluruh dan jujur pada masyarakat karena masyarakat juga memiliki hak untuk 

mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan 

(Tanjung, 2014: 11). 

Desa dapat dikatakan telah transparansi apabila desa telah menginformasikan 

hasil kerja aparatur desa dalam mengelola keuangan desa kepada masyarakat. Hal-

hal yang perlu diinformasikan kepada masyarakat adalah laporan pelaksanaan APB 

Desa semester pertama dan laporan pertanggungjawaban. Jika desa sudah dapat 

menginformasikan laporan-laporan tersebut maka dapat dikatakan bahwa desa 

sudah menjalankan prinsip transparansi sesuai dengan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 bahwa laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi APB Desa harus diinformasikan kepada masyarakat 

melalui media informasi. 

Dalam mengukur transparansi di Desa Kuapan, ada beberapa indikator yang 

dijadikan sebagai penilaian transparansi pengelolaan ADD yang diperoleh dari hasil 

wawancara kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan serta tokoh masyarakat 
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yang dinilai menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.13 

Indikator Transparansi 

No Indikator 

Keterangan  

Sesuai 

(S) 

Tidak 

Sesuai 

(TS) 

1 Informasi mengenai realisasi APB Desa 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media 

informasi 

  

2 Laporan realisasi kegiatan diinformasikan kepada 

masyarakat melalui media informasi  
  

3 Menginformasikan kegiatan yang belum selesai 

dan/atau tidak terlaksana pada media informasi 
  

4 Ada pengumuman mengenai sisa anggaran desa    

5 Desa harus memiliki alamat pengaduan berupa 

website resmi dari desa 
  

6 Mengumumkan pelaksana kegiatan anggaran dan tim 

yang melaksanakan kegiatan 
  

Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (data diolah) 

Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada Tabel 4.13 menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Transparansi Pengelolaan ADD dapat 

dihitung persentase kesesuaian sebagai berikut: 

Persentase Kesesuaian = 
∑𝑥

∑𝑌
 𝑋 100% 

= 
1

6
 𝑋 100 % = 16,67% 

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pada proses 

Transparansi Pengelolaan ADD Kuapan berdasarkan Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018 tidak memenuhi prinsip transparansi dengan tingkat kesesuaian hanya 

sebesar 16,67% dan sebesar 83,33% menunjukkan ketidaksesuaian. 

Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan informasi mengenai keuangan atau ADD di 
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Desa Kuapan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan acuan yaitu Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018. Dari penjelasan tersebut maka disimpulkan bahwa proses 

Transparansi Pengelolaan ADD Kuapan tidak transparansi dan tidak sesuai dengan 

acuan yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 

Sekretaris Desa dalam wawancara mengatakan bahwa transparansi di Desa 

Kuapan baru diterapkan tahun 2021, tahun sebelumnya Desa Kuapan tidak ada 

menginformasikan dana APB Desa melalui baliho. Meskipun Desa Kuapan telah 

memasang baliho tetap masih adanya kritikan dari masyarakat.  

Hal mengenai prinsip transparansi ini juga dijelaskan salah satu tokoh 

masyarakat yang mengatakan bahwa baliho yang dipasang oleh aparatur desa 

untukmenginformasikan APB Desa sangat minim informasi dan tidak lengkap 

karena hanya menginformasikan anggaran dana tanpa menginformasikan jumlah 

dana yang telah direalisasikan sehingga masyarakat tidak mengetahui dana yang 

diterima Desa Kuapan dipergunakan untuk apa saja. 

Hal senada juga di ungkapkan oleh tokoh masyarakat lain yang mengatakan 

bahwa bentuk transparansi dari Desa Kuapan hanya berupa baliho saja, website 

resmi dari desa belum ada sehingga masyarakat harus ke kantor desa dulu jika mau 

melihat informasi tentang desa maupun keuangan desa.  

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan pelaksanaan APB Desa 

semester pertama dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa harus 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat 

tentang laporan realisasi APB Desa, Laporan realisasi kegiatan, Kegiatan yang 
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belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, alamat pengaduan, serta 

pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan. 

Desa Kuapan telah menginformasikan APB Desa melalui media informasi 

berupa baliho, namun informasi yang disajikan belum lengkap. Dalam baliho APB 

Desa, Desa Kuapan hanya menginformasikan jumlah anggaran dana tanpa 

menginformasikan laporan realisasi kegiatannya atau jumlah dana yang 

direalisasikan. Laporan realisasi kegiatan belum dijabarkan secara terperinci 

sehingga tidak diketahuinya kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana. 

Selain itu, Desa Kuapan belum memiliki alamat pengaduan berupa website resmi 

desa yang berguna untuk media pelayanan publik dan manjemen informasi desa 

yang bersifat online, sehingga masyarakat belum bisa mengakses informasi 

mengenai desa dengan mudah. Karena tidak memliki website resmi desa maka 

pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan juga belum 

diumumkan kemasyarakat luas.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar tidak transparansi karena belum sesuai dengan Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Hasil analisis yang dilakukukan oleh penulis mengenai Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kuapan dapat ditarik 

kesimpulan: 

1.  Akuntabilitas pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah 

akuntabel atau sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

2. Akuntabilitas pada tahap perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan belum 

sepenuhnya akuntabel atau belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

3. Tahap Transparansi masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, karena belum diinformasikannya 

jumlah dana yang telah direalisasikan dan Laporan realisasi kegiatan belum 

dijabarkan secara terperinci. Selain itu, Desa Kuapan belum memiliki 

alamat pengaduan berupa website resmi desa yang berguna untuk media 

pelayanan publik dan manjemen informasi desa yang bersifat online, 

sehingga masyarakat belum bisa mengakses informasi mengenai desa 

dengan mudah 

4. Mengenai partisipasi masyarakat Desa Kuapan untuk ikut serta dalam 

perencanaan pembangunan desa, masyarakat dapat dikatakan partisipatif 

karena bersedia untuk hadir dalam musrengbangdes. Namun, masyarakat 
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Desa Kuapan tidak partisipasi untuk ikut serta dalam melaksanakan 

pembangunan desa yang telah direncanakan. 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis membuat saran untuk Pemerintah 

Desa Kuapan dengan harapan Desa Kuapan bisa lebih baik untuk kedepannya. 

Saran itu ialah: 

1. Pemerintah Desa diharapkan untuk mengikuti perubahan peraturan 

Permendagari Nomor 113 Tahun 2014 ke Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018 dan mengelola ADD sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 

2018 

2. Pemerintah Desa diharapkan dapat lebih berkomunikasi dengan masyarakat 

mengenai masalah-masalah pembangunan desa agar dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk ikut berpasrtisipasi dalam pembangunan desa 

3. Sebaiknya informasi mengenai keuangan desa diinformasikan secara 

lengkap tidak hanya menginformasikan anggaran dana nya saja tetapi juga 

harus menginformasikan dana yang direalisasikan 

4. Membuat website resmi Desa Kuapan agar masyarakat lebih mudah melihat 

segala informasi tentang desa terkhususnya tentang pengelolaan keuangan 

desa ataupun ADD 
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